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’ KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
! KABUPATEN BEKASI

i
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TENTANG

I1ZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ KELOMPOK BERMAIN (KB) BINA PELITA BANGSA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKAS]

Menimbang ¢ a bahwa pendidikan bagi ansk usia dini diselenggarakan untuk
membantu  meletakken daser  pengembangen sikap,
pengetshuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini
sebelum memasuki pendidikan dasar;

b. bshwa berdasarkan  hasil  Tim  Verifikasi  elah
merekomendasikan  lembaga  tersebut  diatas  layak
mempetoleh izin Operasicnal;

¢. bahwa berdasarkan pentimbangan sebagaimana dimaksud

I pada huruf 2 dan b perlu menetapkan Keputusan Kepals
. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang fzin Operasional

I Kelompok Bermain (KB) BINA PELITA BANGSA.

P

{engingat $ I. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentang sisem
Pendidikan Nasional;
. Undang-Undang Pepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintaban Dacrah;
Persturan Pemerintah Nomor 27  Tahun 1990 temtang
Pendidikan Pra Sckolak,
4. Peraturen Pemerintah Nowmor )9 Tishun 1972 tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pendidiban,
Peraturan Pemerintali Nomor I8 Tahun 2007 tentang
Petndagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemeriatah
Deerah Propinst dan Pemerintah Dacrali Kabupsten/Kots,
6. Perstaren Ponerintsh Nomor 32 Tahun 201 JPerubahan atas
Perntaran Pemenintah No. 19 Tahun 2009 wereng Standar
Nesioua! Penddikze,
Perstursss Menteny Pendidiban dan Febudaysan Jepublh
ledomgsis Nosnee B1 Tehun 20)) Tentang Pendines Seuan
Pendiliaan Nonformal,
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Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

K Peraturan Menteri Pendidihan dan  Kebudayaan  Repubhih
Indonesta Nomaor 84 Tahun 2014 tentang I‘c:ndinun Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

9, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 060172002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 12927072004 tentang  tentang Penyelengua
Pendidikan;

11.Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

12.Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No
421,10/ 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005

tentang  Standar  Operasional Prosedur  Penda’juan jvlJ;u :

Perizinan Penyclenggaraan Kursus Pendidikon Lt 2 91'1"

yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kepitang l)"
om’.'

Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikiun .
Dini (PAUD); |
2. Akta Notaris - ERNA HERMAWATL SH

Rt
] 1

Nomor 124
Tanggal : 18 Agustus 2014
Tentang pendirian Yayasan BINA PELITA BANGSA

3, SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia.

Nomor - AHU-04923.50.10.2014
Tanggal - 25 Agustus 2014
- MEMUT !JSKAN
Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
: i lita Bangsa
ama Yayasan ¢ Yayasan Bina Pe .
]Aqlan:u Yiyasnn . JI. Inspeksi Kali Malang Setiadarma
Kec. Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi
‘i < in :
Untuk mendirikan dan mcnyelcnggpmk-m Kelompok Bermai
. KBBINA PELITA BANGSA
e Lcmb“biﬂ . JILKHAbu Bakar Setiadarma R1.003/001
Alamat Lembagh =1y o, g Desa Setiadars _
Kec.Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
52016

Mulai Tahun Pelajaran 201
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :
|. Bupati Bekasi;

Pcmb?nm izin ‘“feb“‘ pada pasal pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang
(Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Kelompok
Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah'yang mempunyai bidang tugas pokok
dan fungsi'fscsuai dengan kewenangannya.

Keputusan: ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan seperlunya.
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Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 10 Februari 2016

aald Dinas Pendid}

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

PAUD/SD Kecamatan Tambun Selatan ;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0912210016379

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan BINA PELITA BANGSA SCHOOL

2. Alamat Kantor : JL. KH Abu Bakar No. 79 Setiadarma Tambun Selatan , Kel. Setiadarma,
Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17510

No. Telepon : 081314403644

Email : binapelitabangsapreschool@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses
kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan
laporan pertama Waijib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Desember 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
= T E

4
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. Balai
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. ' Sertifikasi
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. LY Elektronik
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0912210016379

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.

2.

3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Kementerian/Lembaga (K/L).
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Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. ' g:ﬁllﬁk asi
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. LY Elektronik
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Awd

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai
Sertifikasi
Elektronik




